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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allahumma Yassir Wala Tu’Assir, Rabbi Tammim Bil Khoir.

"Ya Allah, permudahkanlah segala urusanku, janganlah Engkau persulitkannya,

sempurnakanlah ia dengan kebaikan."

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak

pernah berhenti berusaha.”

“Pernah suatu hari saat mengerjakan skripsi ini, saya ada pada titik

hampir menyerah karena merasa takut tidak yakin dengan apa yang saya

kerjakan. Namun, saya yakin akan ada hikmah dibalik itu semua.”

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua dan keluarga tercinta, sahabat dan kawan yang saya kasihi dan

almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang saya banggakan.
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rahmat, serta hidayah-Nya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan bagi
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permasalahan. Permasalahan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui

penulis dengan bersahaja tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan

dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan segala rasa

hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor

Universitas Diponegoro

2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing I yang
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telah memberikan bimbingan, motivasi, dorongan, dan semangat

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Dosen

Pembimbing II yang dengan kesabaran dan keikhlasannya

senantiasa memberikan arahan, bimbingan, kepada penulis selama

proses penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan hukum ini dengan baik;

4. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang

telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan untuk menguji

serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam
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5. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali yang selama

masa studi memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
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ABSTRAK

Peraturan otonomi daerah mengharuskan Pemerintah daerah untuk membangun
dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan suara aspirasi
dari masyarakat setempat. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5
Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman,
nyaman, dan tertib. Pada kenyataanya masih terdapat masyarakat yang melanggar
ketertiban umum salah satunya waria yang melanggar ketertiban umum dengan menjadi
Pekerja Seks Komersial. Tujuan dari penelitian hukum ini guna mengetahui pelaksanaan
penertiban waria yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang dan mengetahui
kendala yang dihadapi Satpol PP selama melaksanakan penertiban terhadap waria di Kota
Semarang.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah
pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. dengan metode
pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan
wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa; Pertama
pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Semarang dalam penertiban waria guna
menerapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban
Umum secara teknis sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku. Dengan tahapan awal Pra Operasi Penertiban yang berawal dari aduan dari
masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Semarang dengan cara
memantau wilayah yang ditargetkan untuk pelaksanaan operasi, kemudian pelaksanaan
eksekusi penertiban waria yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Semarang dan
kemudian akan diamankan dan didata pada kantor Satpol PP Kota Semarang, tahapan
terakhir pasca penertiban dengan cara memberikan sedikit pembinaan, dan mencatat data
diri para pelanggar ketertiban umum, kemudian memberikan surat pernyataan untuk
ditandatangani surat pernyataan yang berisi bersedia tidak melanggar ketertiban umum
kembali. Kedua, terdapat kendala yang dialami Satpol PP Kota Semarang seperti
terbatasnya anggaran operasional, minimnya jumlah Anggota Satpol PP, dan hingga
sekarang belum ada panti sosial yang mau menampung waria.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan
Daerah.
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